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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia, sebagian besar masyarakat

merupakan wirausaha yang menjalankan usahanya secara
individu atau badan usaha perorangan yang berkategori
pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
(KUKM) mencatat bahwa jumlah data pelaku UMKM
pada tahun 2018 telah mencapai 64.194.057 juta atau
99,99% dari banyaknya pelaku usaha di Indonesia.
UMKM tersebut sebagian besar merupakan pelaku Usaha
Mikro (UMi) yang berjumlah 63.350.222 atau 98,68%."
Kedudukan UMKM sangatlah penting dalam menopang
ekonomi nasional, terlebih dalam keadaan krisis ekonomi
sekalipun. Pernyataan tersebut dibuktikan pada krisis

yang menyerang Indonesia pada tahun 1998, yang mana

! Kementerian Koperasi dan UKM, “Data UMKM”,
http://www.depkop.go.id/data-umkm, diakses pada 27 Februari 2021, pukul
11.16 WIB.


http://www.depkop.go.id/data-umkm

kala itu nilai rupiah begitu merosot, keyakinan pasar serta
publik hancur. Akan tetapi, UMKM dapat bertahan dan
sanggup menunjang beban ekonomi nasional saat itu.? Hal
ini dikarenakan usaha kecil tersebut tidak menggunakan
modal yang cukup banyak ataupun melakukan pinjaman
dalam bentuk mata uang asing.

Dalam mengajukan pembiayaan, UMKM sering
kali mengalami hambatan ketika mengakses sumber
pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan Bank, hal
tersebut dikarenakan kebutuhan mereka yang masih dalam
skala kecil sehingga menurut sebagian pelaku lembaga
keuangan formal ini akan memberatkan biaya operasional.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan
badan layanan umum pengelola dana, menyalurkan
program yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
Republik Indonesia yakni pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

melalui LKBB sebagai program tahap lanjutan dari

> Kementrian Keuangan, “Bertumbuh Bersama UMKM”, dalam
Media Keuangan: Majalah resmi Kementerian Keuangan, Vol. XV, No. 158
(November 2020) Sekretariat Jendral Kementrian Keuangan, h. 12.



program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha,
kepada para usahawan yang belum bisa difasilitasi oleh
Lembaga Keuangan Bank melalui program Kredit Usaha
Rakyat (KUR).

Masyarakat Indonesia  khususnya mayoritas
muslim, membutuhkan lembaga keuangan syariah yang
operasionalnya lebih mengedepankan aspek-aspek syariah
agar terhindar dari masalah riba, gharar dan spekulasi
haram lainnya. Merespon hal tersebut, DSN-MUI telah
mengeluarkan  fatwa Nomor 119/DSN-MUI/11/2018
tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip
Syariah. KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang
menjadi satu dari beberapa Lembaga Keuangan Syariah
yang menyalurkan pembiayaan ultra mikro tersebut
dengan berlandaskan pada prinsip syariah.

KSPPS Abdi Kerta Raharja ialah lembaga
keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan
dana dengan prinsip syariah. Penghimpunan dana

dilakukan melalui berbagai macam layanan dari produk



simpanan. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan
beberapa macam pelayanan dalam produk pinjaman atau
pembiayaan yang termasuk di dalamnya adalah
pembiayaan ultra mikro.

Dalam pembiayaan ultra mikro, KSPPS Abdi
Kerta Raharja menyediakan pelayanan dengan akad
murabahah untuk pembiayaan modal usaha dan pelayanan
jasa yang menggunakan akad ijarah. Murabahah
merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga beli
suatu barang di awal kepada pembeli, kemudian dibeli
oleh pembeli dengan harga yang dilebihkan sebagai
keuntungan bagi penjual.® ljarah merupakan akad sewa
menyewa terhadap suatu barang atau jasa antara pihak
pemilik objek sewa (termasuk di dalamnya kepemilikan
hak pakai atas objek sewa) dengan pihak penyewa, untuk
mendapatkan imbalan atau pengganti atas objek yang

telah disewakan.*

¥ Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/1X/2017
* Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kodifikasi Produk
Perbankan Syariah, Huruf B Angka 16, BI.



Pembiayaan dengan akad ijarah merupakan salah
satu pembiayaan yang dibutuhkan oleh sebagian pelaku
usaha kecil ini, karena jumlah uang mereka yang terbatas
tidak memungkinkan mereka untuk selalu membeli
perlengkapan yang dibutuhkan, untuk itu pada beberapa
perlengkapan yang membutuhkan nominal besar mereka
memilih dengan cara melakukan sewa menyewa saja.

Pada pelaksanaan akad ijarah dalam Pembiayaan
Ultra Mikro, KSPPS Abdi Kerta Raharja sebelumnya
tidak memiliki objek yang anggota butuhkan, Koperasi
tersebut biasanya memperoleh dari pihak ketiga dengan
memberikan kuasa dan sejumlah uang kepada anggotanya
untuk mewakilkan pihak Koperasi membeli/menyewa
barang atau jasa yang dibutuhkan tersebut kepada pihak
ketiga. Dari penjelasan tersebut, penulis melihat bahwa
yang menjadi objek dalam praktek ijarah pada
pembiayaan ultra mikro yang terjadi di KSPPS Abdi
Kerta Raharja adalah uang, bukan barang atau jasa yang

anggota butuhkan.



Kepatuhan syariah adalah pembeda bagi Lembaga
Keuangan  Syariah dengan Lembaga Keuangan
Konvensional. Menurut Adrian Sutedi, bukan hanya
produk saja yang termasuk dalam kepatuhan syariah pada
operasional Lembaga Keuangan Syariah, melainkan juga
termasuk di dalamnya sistem, teknik, serta identitas
perusahaan.® Dalam memfasilitasi pembiayaan ultra
mikro, agar sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah yang
dijadikan pedoman, dibutuhkan bukti/kenyataan yang
menunjukkan keabsahan prinsip syariah yang pihak
KSPPS Abdi Kerta Raharja terapkan, dengan cara
melakukan penilaian terhadap penerapan pembiayaan
ultra mikro dengan akad ijarah yang terkandung dalam
Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang
pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka
tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk

mengetahui  bagaimana praktik akad ijarah yang

® Wendah Asyani, dkk., “Menguraikan Solusi Dalam Masalah
Peningkatan Sharia Compliance”, Jurnal Liquidity, Vol. 8 No.2 (Juli-
Desember, 2019), Program Pascasarjana Keuangan Syariah Institut Teknologi
dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, h. 161.



diaplikasikan pada pembiayaan ultra mikro di KSPPS
Abdi Kerta Raharja dengan mengacu pada ketentuan
Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah. Oleh karena itu, penulis akan melakukan
penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad ljarah Pada
Pembiayaan Ultra Mikro (Studi di KSPPS Abdi Kerta

Raharja Cabang Serang)”.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, agar
pembahasan yang dihasilkan lebih terarah, maka
penelitian difokuskan pada bagaimana tinjauan hukum
ekonomi syariah terhadap penerapan akad ijarah dalam
pembiayaan ultra mikro di KSPPS Abdi Kerta Raharja

Cabang Serang.

. Perumusan Masalah
Dari pemaparan yang telah diuraikan pada latar

belakang sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai

berikut:



1. Bagaimana praktik pembiayaan ultra mikro di KSPPS
Abdi Kerta Raharja Cabang Serang?

2. Bagaimana pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan
ultra mikro di KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang

Serang menurut hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menggambarkan praktik pembiayaan ultra
mikro di KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah pada
pembiayaan ultra mikro di KSPPS Abdi Kerta
Raharja Cabang Serang menurut hukum ekonomi

syariah.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu

memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.



1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu
menjadi perbendaharaan ilmu guna memperkaya
bacaan ilmiah  dalam  pengembangan ilmu
pengetahuan mengenai pembiayaan ultra mikro
khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah (HES).

2. Secara Praktis

a. Bagi lembaga
Diharapkan mampu memberikan manfaat
bagi KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang
sebagai sumbangan pemikiran yang dapat
dijadikan acuan ketika menjalankan fungsinya
sebagai lembaga pembiayaan syariah, juga sebagai
bahan masukan dalam mengambil kebijakan agar
dapat memperbaharui dan mengembangkan

layanan pembiayaan ultra mikro kedepannya.
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b. Bagi penulis
Penelitian ini merupakan tugas akhir yang
harus diselesaikan sebagai syarat mendapatkan
gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN SMH
Banten sekaligus menambah wawasan keilmuan
terhadap pembiayaan khususnya tentang akad
ijarah dalam pembiayaan ultra mikro.
c. Bagi masyarakat
Sebagai  bahan  untuk  memberikan
pemahaman dan informasi mengenai penggunaan

akad ijarah dalam pembiayaan ultra mikro.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan
judul skripsi ini, akan penulis cantumkan agar menjadi
pembeda sekaligus mencegah bentuk plagiat dengan karya
ilmiah lain. Berikut adalah pemaparan yang diuraikan dan

diambil kesimpulan:
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Pembiayaan Ultra
Mikro Dalam
Peraturan Menteri
Keuangan No
95/PMK.05/2018 dan
Fatwa Dewan Syariah
Nasional No
119/DSN-
MUI/11/2018 (Studi
Komparatif)/UIN
Sultan Maulana

Hasanuddin Banten®

Peraturan Menteri
Keuangan No.
95/PMK.05/2018 dan
Fatwa DSN-MUI No.
119/DSN-MUI/11/2018,
bahwa keduanya
terdapat perbedaan
dalam menentukan
diantaranya, yakni:
Lembaga penyalur;
Sumber pendanaan;
Penetapan margin; dan
Penyelesaian sengketa

pada Pembiayaan Ultra

Nama/Tahun/Judul/ Persamaan dan
No Hasil Penelitian
Perguruan Tinggi Perbedaan
1. Dania Surnida/2020/ Berdasarkan ketentuan | Persamaan: sama-

sama membahas
pembiayaan ultra
mikro berdasarkan
prinsip syariah.
Perbedaan: Skripsi
Dania Surnida
menggunakan
penelitian
kepustakaan, dan
penelitiannya fokus
pada komparasi
pembiayaan ultra
mikro antara

hukum Islam dan

® Dania Surnida, “Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 95/PMK.05/2018 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
119/DSN-MUI/11/2018 (Studi Komparatif)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN

SMH Banten, 2020).
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Mikro.

hukum positif,
sedangkan pada
skripsi ini fokus
penelitiannya
adalah terhadap
pelaksanaan akad
ijarah dalam
pembiayaan ultra
mikro di Koperasi

Syariah.

Ummi Mahmudah/
2019/ Praktek
Pembiayaan
Multiguna Terhadap
Biaya Resepsi
Pernikahan Dalam
Akad ljarah (Studi
Kasus di Bank Syariah

Mandiri KCP

Praktik pembiayaan
multiguna pernikahan
dalam akad ijarah di
Bank Syariah Mandiri
tersebut belum sesuai,
karena dalam
pelaksanaannya belum
memenuhi rukun dan

syarat yang ditentukan

Persamaan: sama-
sama membahas
tentang praktik
pembiayaan
syariah
menggunakan akad
ijarah.

Perbedaan: skripsi

Ummi Mahmudah
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Balaraja)/UIN Sultan
Maulana Hasanuddin

Banten’

sesuai Fatwa DSN-MUI
No. 09/DSN-
MUI/1V/2000 tentang
pembiayaan ijarah,
dimana pihak Bank
seharusnya
menyediakan objek
yang akan disewakan
kepada nasabah, bukan
memberikan sejumlah
dana kepada nasabah
untuk mencari sendiri

objek yang dibutuhkan.

menjelaskan
praktik akad ijarah
pada produk
pembiayaan
multiguna di
Lembaga
Keuangan Bank
Syariah, sedangkan
pada skripsi ini
akan membahas
praktik akad ijarah
pada pembiayaan
ultra mikro di
Lembaga
Keuangan Bukan
Bank Syariah,

yakni Koperasi

" Ummi Mahmudah, “Praktek Pembiayaan Multiguna Terhadap Biaya
Resepsi Pernikahan Dalam Akad ljarah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri
KCP Balaraja)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2019).
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Syariah.

Nugroho Aji
Putranto/2018/Implem
entasi Akad ljarah
Pada Pembiayaan
IMBT Refinancing
Asset BRI Syariah
Kantor Cabang
Semarang/UIN

Walisongo Semarang®

Pengimplementasian
akad ijarah pada
pembiayaan IMBT
Refinancing Asset
terletak pada saat
dilakukannya
pemberian biaya sewa
kepada pihak bank
karena telah
memberikan
pembiayaan dengan
menitipkan aset yang
dimiliki oleh nasabah

tanpa menjual aset

Persamaan: sama-
sama membahas
penerapan akad
ijarah pada
pembiayaan
syariah.
Perbedaan: produk
dan lokasi
penelitian pada
skripsi Nugroho
Aji memiliki
perbedaan dengan
pembahasan pada

skripsi ini. Dimana

tersebut. pada skripsi
Nugroho akad
8 Nugroho Aji Putranto, “Implementasi Akad ljarah Pada

Pembiayaan IMBT Refinancing Asset BRI Syariah Kantor Cabang Semarang”,
(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018).
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ijarah diterapkan
pada pembiayaan
IMBT Refinancing
Asset di Bank
Syariah, sedangkan
penulis akan
membahas
pengaplikasian
akad ijarah dalam
pembiayaan ultra
mikro di Koperasi

Syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Pentingnya memberdayakan UMKM adalah
sebagai salah satu upaya dalam melahirkan bangsa yang
mempunyai  daya saing sekaligus  mewujudkan

pembangunan yang adil dan merata.® Salah satu hambatan

% Anwar Ramli, dkk., (ed.), Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah: Tinjauan Manajemen, (Ttp: Pustaka Taman Iimu, 2019), h. 114.
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bagi pengembangan UMKM adalah sulitnya mendapatkan
sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan.
Pembiayaan didefinisikan sebagai layanan penyediaan
dana atau tagihan dalam beberapa bentuk transaksi,
diantaranya berupa: transaksi bagi hasil (mudharabah dan
musyarakah), transaksi sewa menyewa (ijarah) dan sewa
beli (ijarah muntahiyat bit tamlik), transaksi jual beli
dalam bentuk utang piutang (murabahah), salam dan
istisna, transaksi pinjam meminjam (qard), dan transaksi
sewa menyewa jasa (ijarah).’°

Dalam merespon peran UMKM yang merupakan
penyokong pertumbuhan ekonomi sekaligus pencipta
lapangan kerja dan penumbuh daya saing, pemerintah
menyalurkan pembiayaan ultra mikro bagi UMKM yang
berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi

perbankan dengan Kredit Usaha Rakyat melalui LKBB

pasal 25.

9 Undang-Undang Perbankan Syariah UU Nomor 21 Tahun 2008
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yang sudah berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam
pembiayaan UMKM.™

Dilihat dari fungsi dan tujuan, Lembaga keuangan
dibagi menjadi tiga golongan yakni Lembaga Keuangan
Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Lembaga
Pembiayaan. Dalam sistem Syariah, ketiganya memiliki
kesamaan pada hal penggunaan instrumen keuangannya,
yakni mereka dapat bertransaksi menggunakan berbagai
macam akad (perjanjian) yang sesuai dengan Syariah.*?

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-
MUI No. 119/DSN-MUI/11/2018 tentang Pembiayaan
Ultra Mikro (Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-
Shughra) Berdasarkan Prinsip Syariah, pembiayaan ultra
mikro didefinisikan sebagai pembiayaan yang diberikan
olen Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang
memerlukan beragam jenis barang dan/atau jasa yang

nilainya sangat kecil (ultra mikro). Koperasi Syariah hadir

1 PERMENKEU Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan
Ultra Mikro.

2 Neneng Nurhasanah, Mudharabah Dalam Teori dan Praktek,
(Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 161-162.
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sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menjadi
penghubung antara lembaga perbankan dan masyarakat
kecil (pelaku UMKM) vyang bertujuan memberikan
pembiayaan untuk keperluan modal dalam meningkatkan
usaha masyarakat kecil tersebut.*®

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi merupakan
badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan
hukum koperasi yang mendasari kegiatannya pada
prinsip-prinsip koperasi, serta menjadi gerakan ekonomi
rakyat yang menjunjung asas kekeluargaan.** Koperasi
syariah ialah badan usaha koperasi yang menjalankan
usahanya dengan prinsip-prinsip syariah, artinya koperasi
syariah tidak boleh melakukan usaha yang mengandung
berbagai unsur riba, maysir, dan gharar. Pengurus
koperasi dipilih berdasarkan hasil rapat dari dan oleh

anggota.™

3 Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat
Tamwil), (Ttp: PT Citra Aditya Bakti, 2010), Cet. 1, h. 84.

¥ Andri Kusmayadi, Mengenal dan Memahami Koperasi Simpan
Pinjam, (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), h. 8-9.

> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Bandung: Gunung Dijati Press,
tt), h. 294.
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Sebutan lain dari Koperasi Syariah adalah
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau yang
sekarang lebih dikenal dengan sebutan Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS
merupakan koperasi yang menghimpun dan menyalurkan
dana di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan
sesuai dengan prinsip syariah melalui jasa keuangan
syariah dari dan untuk anggota dan/atau calon anggota
koperasi.*®

Akad ialah keinginan antara kedua belah pihak
yang saling berkaitan dan tidak bertentangan dengan
syariah, serta dapat mendatangkan suatu hukum tertentu
yang bersangkutan.'’ Akad pembiayaan merupakan
kesepakatan atau perjanjian antara Lembaga Keuangan
Syariah dengan nasabah dalam memberikan fasilitas

pembiayaan. Pembiayaan ultra mikro terbagi ke dalam 2

% Triana Sofiani, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah
Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”, Jurnal Hukum Islam
(JHI), Vol. 12 (Desember 2014), Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN
Pekalongan, h. 136.

7 1smail Nawawi, Figh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum
Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cet.
2, h. 20.
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(dua) bentuk, yakni: pembiayaan ultra mikro multibarang
yang menggunakan beberapa akad, seperti: akad jual-beli,
akad jual-beli murabahah, akad jual-beli salam, akad jual-
beli istishna, akad ijarah, atau akad ijarah muntahiyyah bi
al-tamlik, dan pembiayaan ultra mikro multijasa yang
menggunakan akad ijarah dan kafalah.

Berdasarkan pendapat syara’, Al-ljarah adalah
perjanjian yang Kkegiatannya bertujuan mengambil
manfaat terhadap suatu hal yang diterima dari orang lain,
kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan
perjanjian dan syarat-syarat yang telah ditentukan.'®
Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia, maknanya
menjadi sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-
menyewa ialah menjual manfaat, sedangkan upah

mengupah yakni menjual tenaga atau kekuatan.*®

'8 Dalam buku Syaifullah Aziz, Figh Islam Lengkap sebagaimana
dikutip oleh Akhmad Farroh Hasan, Figh Muamalah dari Klasik hingga
Kontemporer: Teori dan Praktik, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018),
h. 49.

9 Ru’fah Abdullah, Figh Muamalah, (Serang: Media Madani, 2018),
h. 176.
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Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-
Qashash ayat 26;

& g s

S N O e s

Z = {f 20 _ 2. o~

YT = e (6 sl st ]

Dan salah seorang dari  kedua

(perempuan) itu berkata: "Wahai ayahku!

Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),

sesungguhnya orang yang paling baik yang

engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah

orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS. Al-
Qashash: 26)%

ljarah menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya

Garis-Garis Besar Figih, sebagaimana dikutip oleh

Akhmad Farroh Hasan: ljarah berarti akad atau transaksi

yang memberikan imbalan tertentu terhadap manfaat atau

jasa yang diterima. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits

Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: “Berikanlah

upah pekerja sebelum keringatnya kering”. Jika objek

transaksinya berupa manfaat/jasa dari suatu benda

dinamakan ljarah al-‘ain, (misalnya sewa-menyewa

% Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen
Agama RI, AL HIDAYAH: Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka,
(Jakarta: Kalim, 2011), h.389.
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rumah untuk ditinggali). Kemudian, jika yang menjadi
objek transaksinya adalah manfaat/jasa dari tenaga
seseorang dinamakan ijarah ad-dzimah (yakni upah
mengupah), seperti halnya upah mengetik skripsi.
Meskipun objeknya bertolakbelakang, keduanya dalam
bahasan figih dinamakan al-ijaroh.> Pembiayaan yang
menggunakan akad ijarah merupakan pembiayaan yang
diberikan bank kepada nasabah sebagai transaksi sewa-
menyewa atas barang/jasa (objek sewa) yang
dimanfaatkan oleh nasabah, sehingga selanjutnya pihak
bank berhak memperoleh imbalan atau kompensasi.?®
Disyaratkan keadaan sewa harus diketahui jenis, kadar,

dan sifatnya.”®

H. Metode Penelitian

Dalam membuat penelitian, dibutuhkan metode

penelitian yang akan  menguraikan tahapan-tahapan

2L Akhmad Farroh Hasan, Figh Muamalah dari Klasik hingga

Kontemporer...., h. 50-51.

22 Andrianto dan M. Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah:

Implementasi Teori dan Praktek, (Ttp: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h.

344,

291.

2 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Jakarta: Attahiriyah, tt), Cet. 17, h.
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dalam penelitian. Penulis menggunakan metode kualitatif,
artinya penelitian ini dimaksudkan untuk memahami
fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian,
contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-
lainnya®* yang disajikan dalam bentuk naratif. Pada
mulanya, pemahaman tersebut tidak ditentukan, sebab
fokus penelitian harus dianalisis terlebih dahulu pada
kenyataan sosial sehingga barulah pemahaman akan
didapatkan.
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang
menguraikan situasi yang terjadi di lapangan dalam
bentuk transkip melalui wawancara, dokumen tertulis,
yang tidak dijelaskan melalui angka. Kemudian
proses penelitian ini bersifat induktif, artinya

kesimpulan hasil analisis tersebut diambil dari

# Lexy Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), h. 6.
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pemahaman umum mengenai kenyataan sosial yang
terjadi yang sifatnya masih abstrak.”®
2. Teknik Pengumpulan Data
Penulis menggunakan metode penelitian
lapangan (Field Research) dalam pengumpulan data
yang diperlukan terkait pembahasan yang akan
diteliti, dengan jenis pengumpulan data sebagai
berikut:
a. Sumber Data Primer
1. Observasi
Penulis melakukan pengamatan secara
langsung pada kondisi wilayah penelitian dan
mencatat hal-hal yang berkaitan dengan objek
penelitian. Observasi ini dilakukan di KSPPS
Abdi Kerta Raharja Cabang Serang.
2. Wawancara
Dalam teknik wawancara ini, penulis

melakukan percakapan dalam bentuk tanya

% Ahmad Zaini, dkk., (ed.), Pedoman Penulisan Skripsi, (Serang:
LPM UIN SMH Banten, 2020), h. 5.
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jawab untuk menggali data dari beberapa
pihak, diantaranya dengan: Pak Ersa selaku
Pimpinan KSPPS Abdi Kerta Raharja KC
Serang, Pak Catur selaku Kepala Bagian
Administrasi, dan Ibu Sarinah  selaku
Anggota.

Dengan menggunakan model wawancara
baik secara terstruktur maupun bebas yang
mana informan/narasumbernya  dibatasi
(hanya vyang dipilih saja), yaitu yang
sekiranya memahami situasi, juga
mempunyai pengetahuan dan informasi yang
dibutuhkan.?®

3. Dokumen

Penulis memanfaatkan berbagai dokumen
yang terkait dengan topik penelitian, guna
melakukan pengecekan pada kelengkapan
serta keabsahan data dalam observasi dan

Wwawancara.

% Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian
Pendidikan Bahasa, (Surakarta: 2014), h. 127.



b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari catatan-
catatan dan pustaka acuan, misalnya buku-buku,
jurnal serta sumber lainnya yang masih relevan
dengan akad ijarah dan pembiayaan ultra mikro.
3. Wilayah Penelitian
Merujuk kepada studi kasus yang penulis
angkat dalam karya ilmiah ini, maka penempatan
wilayah penelitian dilakukan di KSPPS Abdi Kerta
Raharja Cabang Serang.
4. Teknik Analisis Data
Untuk melakukan penganalisaan terhadap data
yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis
deskriptif, yakni data yang telah terkumpul
dideskripsikan sebagaimana adanya. Data yang
terkumpul kemudian disederhanakan dan disajikan
secara sistematis, kemudian diolah dan ditelaah
hingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang

diteliti.
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Tujuan dari metode ini adalah untuk
mendeskripsikan dan menggambarkan secara objektif
atas data yang didapat dari kelompok subjek yang
diteliti, yakni mengenai pelaksanaan akad ijarah pada
pembiayaan ultra mikro di KSPPS Abdi Kerta
Raharja Cabang Serang, kemudian dikaitkan dengan
teori hukum Islam.

5. Pedoman Penulisan

Dalam  penulisan  skripsi ini,  penulis
berpedoman kepada:

a. Buku bimbingan penulisan skripsi Fakultas
Syariah UIN “SMH” Banten tahun 2020.

b. Dalam penulisan ayat al-Qur’an dan terjemahnya,
penulis memakai al-Qur’an yang dikeluarkan
oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

c. Dalam penulisan teks hadits, penulis merujuk
kepada Kitab-kitab hadits, dan kemudian apabila
mengalami  kesulitan mencari kitab hadits
aslinya, maka penulis mengutip dari buku hadits
yang ada kaitannya dengan permasalahan yang

penulis kaji.
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Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan, skripsi ini dibagi

atas lima bab, yang mana setiap bab merupakan kesatuan

yang utuh dan berkesinambungan. Setiap bab dibagi

menjadi beberapa sub bab. Untuk memudahkan pembaca

dalam memahami karya ilmiah ini, maka susunannya

dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang
Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian
Terdahulu yang Relevan, Kerangka
Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika
Pembahasan.

Landasan Teori, bab ini mengemukakan
pengertian dan landasan hukum ijarah,
rukun dan syarat ijarah, macam-macam
ijarah, hak dan kewajiban Mu jir (Orang

yang  menyewakan) dan  Musta jir



BAB Il

BAB IV
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(Penyewa), masa  pembatalan  dan
berakhirnya ijarah, ijarah dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, pengertian dan
dasar hukum tentang Pembiayaan Ultra
Mikro. Bab ini merupakan rujukan dalam
menganalisis permasalahan.

Gambaran Umum, pada bab ini
dipaparkan tentang gambaran-gambaran
umum mengenai KSPPS Abdi Kerta
Raharja Cabang Serang dan segala hal yang
berkaitan, mencakup sejarah, visi dan misi,
struktur organisasi, produk-produk, dan
akad-akad yang  digunakan  dalam
pelaksanaannya. Bab ini adalah penting
dikemukakan karena bab inilah yang
dijadikan objek penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu
mengenai pelaksanaan akad ijarah pada

pembiayaan ultra mikro di KSPPS Abdi
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BAB V

Kerta Raharja Cabang Serang. Kemudian
hal tersebut dianalisis dengan konsep yang
tidak lepas dari perspektif hukum Islam dan
prinsip-prinsip muamalahnya.

Penutup, yakni bab yang menguraikan
kesimpulan mengenai pembahasan yang
telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya,
sekaligus saran dari penulis untuk pihak

terkait.



